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ABSTRAK

Keterbatasan akses internet masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan
pembangunan digital di wilayah blank spot, terutama pada daerah dengan kondisi geografis
yang sulit dijangkau. Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kendala tersebut akibat
karakteristik topografi perbukitan, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, serta belum
meratanya kualitas jaringan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan
pengembangan infrastruktur dan akses internet di Kalurahan Hargomulyo menggunakan
perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penelitian menerapkan metode kualitatif
dengan paradigma interpretif. Data diperolen melalui wawancara mendalam, observasi
lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles,
Huberman, dan Saldafia melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan
verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah
berjalan cukup baik, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan internet untuk pelayanan
publik, pendidikan, komunikasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian,
pemerataan kualitas jaringan masih menghadapi kendala akibat kondisi geografis, keterbatasan
infrastruktur, dan belum optimalnya jangkauan layanan di beberapa wilayah. Keberhasilan
implementasi kebijakan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah
kalurahan, BUMDes, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, pemerataan infrastruktur digital, serta
peningkatan kualitas layanan internet menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan
digital dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Digital, Akses Internet, Wilayah Blank
Spot.

ABSTRACT
Limited internet access remains one of the primary challenges to achieving equitable digital
development in blank spot areas, particularly in regions characterized by difficult geographical
conditions. Hargomulyo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency, is one such area
that continues to face these challenges due to its hilly topography, inadequate
telecommunications infrastructure, and uneven network coverage. This study aims to analyze
the implementation of infrastructure development and internet access policies in Hargomulyo
Village using Merilee S. Grindle’s policy implementation framework, thereby providing
empirical insights into the implementation of digital infrastructure policies in rural blank spot
areas. This research employed a qualitative method with an interpretive paradigm. Data were
collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and were
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analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldafia, which consists of data
condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that
the policy implementation has generally been successful, as reflected in the increased utilization
of the internet for public services, education, communication, and community economic
activities. However, the equitable distribution of network quality remains constrained by
geographical conditions, limited infrastructure, and the inadequate coverage of internet services
in several areas. The successful implementation of the policy is supported by collaboration
among the local government, village government, Village-Owned Enterprises (BUMDes),
internet service providers, and the community. This study concludes that strengthening
stakeholder collaboration, expanding digital infrastructure, and improving the quality of
internet services are essential prerequisites for reducing the digital divide and promoting
sustainable rural development.

Keywords: Policy Implementation, Digital Infrastructure, Internet Access, Blank Spot Areas.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong
perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada pola
komunikasi, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan internet, cloud computing,
artificial intelligence, dan berbagai teknologi digital yang menjadi fondasi pembangunan di
berbagai sektor. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh
lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi digital sebagai
bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan
infrastruktur digital tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembangunan fisik, melainkan
sebagai fondasi strategis yang memungkinkan terwujudnya transformasi digital yang
berkelanjutan melalui penyediaan jaringan, platform, dan ekosistem teknologi yang mendukung
inovasi serta kolaborasi lintas sektor (Chen et al., 2023; Mayyora et al., 2025; Irfan & Anirwan,
2024).

Meskipun perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat, pemerataan akses digital
di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
antardaerah. Sebagian wilayah perkotaan telah menikmati layanan internet berkecepatan tinggi,
sedangkan masyarakat di kawasan pedesaan maupun wilayah terpencil masih mengalami
keterbatasan akses jaringan telekomunikasi. Kondisi tersebut mengakibatkan manfaat
transformasi digital belum dapat dirasakan secara merata sehingga memengaruhi kualitas
pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan
informasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses digital masih menjadi
salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya pembangunan desa berbasis digital.
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), rendahnya kualitas
konektivitas, serta belum meratanya akses internet di wilayah pedesaan menyebabkan
implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur telekomunikasi belum berjalan secara optimal
di Indonesia (Ikbal et al., 2025; Susanti et al., 2023; Wahyudi dan Saputra, 2026; Harahap et
al., 2025).

Pembangunan infrastruktur digital pada dasarnya merupakan bentuk intervensi
kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang mampu mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai
tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan
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administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi berbasis digital.
Dalam konteks pembangunan pedesaan, pengembangan infrastruktur digital perlu diiringi
dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan literasi digital agar teknologi yang
tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jaringan dan
infrastruktur teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan, kesiapan
sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan desa, serta kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan berkelanjutan (Agusta, 2023; I1zhari, 2024;
Idrus et al., 2025; Irfan & Anirwan, 2024).

Permasalahan pembangunan infrastruktur digital menjadi semakin kompleks ketika
dihadapkan pada karakteristik wilayah yang masih tergolong blank spot. Wilayah dengan
kondisi geografis yang berbukit, kepadatan permukiman yang rendah, serta keterbatasan
infrastruktur pendukung sering kali mengalami hambatan dalam pembangunan jaringan
telekomunikasi. Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami keterbatasan akses informasi,
tetapi juga kehilangan berbagai peluang sosial dan ekonomi yang berkembang melalui
teknologi digital. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pada
wilayah blank spot memerlukan strategi implementasi kebijakan yang adaptif, dukungan
teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, serta kolaborasi antara pemerintah,
penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat agar tujuan pemerataan akses internet dapat
tercapai secara optimal (Azhari & Mukhaiyar, 2023; Muthi’ah et al., 2025; Dwiputra et al.,
2025; Widjaja et al., 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan infrastruktur digital dan
pemerataan akses internet dari berbagai perspektif. Penelitian Irfan dan Anirwan (2024) serta
Mayyora et al. (2025) lebih menitikberatkan pada transformasi digital desa sebagai bagian dari
pembangunan berkelanjutan, sedangkan Susanti et al. (2023) membahas strategi pengurangan
kesenjangan digital melalui penerapan Smart Village. Penelitian lainnya lebih banyak mengulas
aspek literasi digital masyarakat (Izhari, 2024; Idrus et al., 2025), pembangunan teknologi
jaringan telekomunikasi (Dwiputra et al., 2025), maupun dampak infrastruktur terhadap
pertumbuhan ekonomi desa (Harahap et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar
penelitian tersebut masih berfokus pada manfaat digitalisasi atau pengembangan teknologi,
sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap bagaimana implementasi
kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet berlangsung pada wilayah yang
masih mengalami keterbatasan jaringan (blank spot).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan
pengembangan infrastruktur digital di wilayah blank spot masih memerlukan penguatan,
terutama dalam memahami hubungan antara isi kebijakan, aktor pelaksana, ketersediaan
sumber daya, serta kondisi lingkungan implementasi yang memengaruhi keberhasilan suatu
kebijakan. Padahal, keberhasilan pemerataan akses internet tidak hanya ditentukan oleh
pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarpemangku
kepentingan, dukungan masyarakat, karakteristik wilayah, serta keberlanjutan program yang
dijalankan. Penelitian mengenai layanan internet pada wilayah blank spot yang dilakukan
Muthi’ah et al., (2025) menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, sementara penelitian Widjaja et al. (2026) memperlihatkan bahwa
pendekatan spasial dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan
infrastruktur telekomunikasi. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menganalisis
implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet menggunakan
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perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tingkat kalurahan masih relatif
terbatas.

Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, dipilih
sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah yang merepresentasikan
tantangan pembangunan infrastruktur digital di kawasan perdesaan. Sebagian wilayah
kalurahan masih menghadapi keterbatasan akses internet akibat kondisi topografi berbukit,
sehingga kualitas layanan telekomunikasi belum sepenuhnya merata. Di sisi lain, kebutuhan
masyarakat terhadap akses digital terus meningkat seiring berkembangnya pelayanan
pemerintahan berbasis elektronik, aktivitas pendidikan, pemasaran produk lokal, serta
komunikasi sosial yang semakin bergantung pada teknologi digital. Kondisi tersebut
menjadikan Kalurahan Hargomulyo sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana
implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet dijalankan dalam
menghadapi berbagai tantangan geografis, kelembagaan, dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan
menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet di
wilayah blank spot menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang
menitikberatkan pada dimensi content of policy dan context of implementation. Pendekatan
tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi ketersediaan
infrastruktur digital, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
maupun hambatan implementasi kebijakan pada tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik,
khususnya pada bidang transformasi digital di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi masukan
bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pemerataan
akses internet yang lebih efektif dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet di
wilayah blank spot pada Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten
Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretive untuk
menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet di
wilayah blank spot Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.
Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam
mengenai proses implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para
aktor yang terlibat. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan
tingkat pengetahuan, Kketerlibatan, dan kewenangan terhadap pelaksanaan kebijakan
pengembangan infrastruktur dan akses internet. Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan
melalui telaah dokumen, seperti laporan, arsip, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan yang
berkaitan dengan fokus penelitian].

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui wawancara mendalam
menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap kondisi
infrastruktur telekomunikasi di lokasi penelitian, serta dokumentasi sebagai data pendukung.
Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles,
Huberman, dan Saldafia yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing
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and verification). Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
diseleksi, dikelompokkan, serta disesuaikan dengan fokus penelitian berdasarkan dimensi
implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian
naratif yang sistematis untuk memudahkan proses interpretasi, kemudian dilakukan verifikasi
secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang konsisten dan didukung oleh bukti empiris.

Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari
berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan, sedangkan
triangulasi metode dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
sehingga setiap temuan dapat saling menguatkan. Selain itu, proses analisis dilakukan secara
berulang selama kegiatan penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap
konsisten dengan kondisi empiris di lapangan. Melalui tahapan tersebut, data yang digunakan
dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan validitas yang
memadai sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi
kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet di wilayah blank spot.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Hargomulyo memiliki
kebutuhan yang tinggi terhadap akses internet sebagai sarana pendukung berbagai aktivitas
sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, internet dimanfaatkan untuk berkomunikasi,
mengakses informasi, mendukung kegiatan pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, serta
memperoleh berbagai layanan administrasi pemerintahan. Meskipun jaringan internet telah
tersedia, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan kualitas sinyal akibat kondisi
geografis yang didominasi kawasan perbukitan. Ringkasan temuan penelitian pada aspek
content of policy berdasarkan indikator implementasi kebijakan Merilee S. Grindle disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian pada Dimensi Content of Policy

Indikator Temuan Penelitian
Kepentingan Masyarakat membutuhkan akses internet untuk pendidikan,
kelompok sasaran komunikasi, pelayanan administrasi, dan kegiatan ekonomi.

Jenis manfaat yang  Pemanfaatan internet mendukung pelayanan publik, kegiatan
dihasilkan belajar, komunikasi, dan pengembangan usaha masyarakat.

Masyarakat mengharapkan pemerataan jaringan, peningkatan

Derajat ~ perubahan | alitas sinyal, serta perluasan akses internet hingga seluruh
yang diinginkan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Diskominfo berperan

Kedudukan pembuat  sepagai regulator dan fasilitator pengembangan infrastruktur
kebijakan internet.
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Indikator Temuan Penelitian
Pelaksanaan program melibatkan Diskominfo, Pemerintah
Pelaksana program Kalurahan, BUMDes, penyedia layanan Internet Service Provider

(ISP), dan masyarakat.

Sumber daya yang Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur didukung melalui
digunakan pembiayaan APBD serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan Tabel 1, setiap indikator pada dimensi content of policy menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari
kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran hingga dukungan sumber daya dalam
pelaksanaan program. Tabel tersebut menyajikan ringkasan hasil yang diperoleh melalui proses
wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Penyajian dalam
bentuk tabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian
sebelum setiap indikator dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikutnya. Dengan
demikian, pembaca dapat memahami hubungan antarindikator secara lebih sistematis.

Hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Hargomulyo menunjukkan bahwa akses
internet di wilayah tersebut telah tersedia dengan kecepatan yang bervariasi sesuai lokasi dan
penyedia layanan yang digunakan masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan,
kecepatan internet rata-rata berkisar antara 10-20 Mbps untuk pengguna rumah tangga,
meskipun pada beberapa titik masih ditemukan kondisi sinyal yang kurang stabil. Informasi
tersebut menunjukkan adanya perbedaan kualitas layanan antarwilayah di dalam Kalurahan
Hargomulyo. Pernyataan informan tersebut disampaikan sebagai berikut. "Di sini sudah
terdapat akses internet dengan kecepatan internet bervariasi rata-rata sekitar 10-20 Mbps
untuk pengguna rumahan, namun di beberapa titik sinyal tidak stabil.”
(Wawancara Kl-2, 2025). Proses pengumpulan data melalui wawancara dengan Lurah
Kalurahan Hargomulyo didokumentasikan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

wARAN KUESIONER

PENELTIAN & PE Y R THESIS DENGAN JUDUL

DALAM RANGKA MENYEL:SA‘ '
il PEMGEMBAY STAUKTUR
EBLJAKAR PEASEVIBRIGAN INFRASTAUK
MR e TERET 51 WILATAH BLARY 5§

STUD: (I AR ARCOMULZO GUNUNGKT

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, wawancara dilakukan secara langsung di
Kantor Kalurahan Hargomulyo sebagai bagian dari proses pengumpulan data primer. Kegiatan
wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga
informan dapat menjelaskan kondisi pengembangan infrastruktur dan akses internet
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berdasarkan pengalaman serta kewenangannya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan
observasi terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk memperoleh informasi pendukung yang
relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan hasil
dokumentasi sebagai bagian dari proses triangulasi data.

2. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur dan akses internet di
Kalurahan Hargomulyo melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Komunikasi
dan Informatika bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi kebijakan dan pendampingan
teknis, sedangkan Pemerintah Kalurahan berperan dalam koordinasi di tingkat lokal. Selain itu,
BUMDes, penyedia layanan Internet Service Provider (ISP), dan masyarakat turut terlibat
dalam pelaksanaan program sesuai fungsi yang dimiliki. Ringkasan hasil triangulasi penelitian
berdasarkan teknik pengumpulan data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Triangulasi Temuan Penelitian

Aspek Temuan Wawancara Observasi Dokumentasi
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet v v v
Pemanfaatan internet untuk pelayanan publik v v v
Pemerataan kualitas jaringan v v v
Peran Diskominfo sebagai regulator v - v
Keterlibatan Pemerintah Kalurahan dan BUMDes v v v
Dukungan pembiayaan dan pemeliharaan v - v
infrastruktur

Kolaborasi dengan penyedia layanan ISP v v v
Respons pemerintah terhadap aduan masyarakat v v v

Keterangan:

v = Data diperoleh pada teknik tersebut
— = Tidak ditemukan secara langsung pada teknik tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, seluruh temuan penelitian diperoleh melalui
lebih dari satu teknik pengumpulan data. Hasil wawancara menjadi sumber utama informasi
yang kemudian dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi sesuai fokus penelitian.
Penyajian matriks tersebut memperlihatkan bahwa setiap temuan didukung oleh data yang
diperoleh melalui proses pengumpulan data yang berbeda. Informasi tersebut disajikan sebagai
gambaran mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian.

3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Hargomulyo memberikan
dukungan terhadap pelaksanaan program pengembangan akses internet melalui koordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pihak penyedia layanan. Berdasarkan hasil
wawancara, Pemerintah Kalurahan turut memfasilitasi penyampaian kebutuhan masyarakat
terkait pengembangan jaringan kepada instansi yang berwenang. Di sisi lain, Dinas Komunikasi
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dan Informatika Kabupaten Gunungkidul secara berkala melakukan pemetaan terhadap wilayah
yang masih mengalami keterbatasan akses internet. Dokumentasi kegiatan wawancara dengan
Kepala Bidang Layanan Informatika Diskominfo Kabupaten Gunungkidul disajikan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, proses wawancara dilakukan secara langsung
menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet. Informasi yang
diperoleh meliputi mekanisme penentuan prioritas pembangunan, bentuk pendampingan
kepada pemerintah kalurahan, serta upaya pemetaan wilayah yang masih mengalami
keterbatasan jaringan. Selain menjadi sumber data primer, kegiatan tersebut juga
didokumentasikan sebagai bagian dari proses penelitian. Dokumentasi tersebut melengkapi
data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.

4. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Hargomulyo dan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan ruang bagi masyarakat untuk
menyampaikan informasi mengenai kendala akses internet yang terjadi di lingkungan mereka.
Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dapat melaporkan gangguan jaringan kepada
pemerintah kalurahan atau penyedia layanan agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang
berlaku. Selain menyampaikan laporan, masyarakat juga berpartisipasi dalam menjaga
perangkat pendukung jaringan yang berada di lingkungan sekitar. Salah satu informan
menyampaikan pernyataan sebagai berikut. "Masyarakat berperan menjaga keamanan
perangkat dan memberikan laporan cepat apabila terjadi gangguan koneksi."
(Wawancara Kl-1, 2025).

Selain informasi yang diperolen melalui wawancara, hasil observasi menunjukkan
bahwa beberapa fasilitas pendukung akses internet telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
berbagai aktivitas pelayanan maupun komunikasi. Dokumentasi yang diperoleh selama
penelitian juga memperlihatkan adanya koordinasi antara pemerintah kalurahan dengan pihak
terkait dalam mendukung penyelenggaraan layanan internet. Seluruh data tersebut
dikumpulkan melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai prosedur
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penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian hasil pada bagian ini menggambarkan kondisi
empiris yang ditemukan di lapangan tanpa memberikan interpretasi terhadap temuan penelitian.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses internet di Kalurahan
Hargomulyo menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
tersedianya program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut menjawab
kebutuhan nyata masyarakat. Dalam perspektif Merilee S. Grindle, dimensi content of policy
menekankan bahwa isi kebijakan harus mampu mengakomodasi kepentingan kelompok sasaran
agar memperoleh dukungan selama proses implementasi. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat memandang akses internet sebagai kebutuhan yang semakin penting karena
berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan administrasi, dan komunikasi
sehari-hari. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan telah bergerak dari
sekadar penyediaan infrastruktur menuju pemenuhan kebutuhan publik dalam mendukung
transformasi digital di tingkat desa. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan Garis (2025)
bahwa implementasi kebijakan publik pada pembangunan desa harus diarahkan pada
penyelesaian kebutuhan masyarakat secara nyata, serta didukung oleh transformasi digital yang
mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Nashrullah et al., 2025).

Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet juga menunjukkan adanya
perubahan perilaku sosial sebagai konsekuensi berkembangnya teknologi digital. Masyarakat
pedesaan tidak lagi memanfaatkan internet hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga
sebagai sarana memperoleh informasi, mengakses layanan pemerintahan, mendukung proses
belajar, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan
telekomunikasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menciptakan manfaat yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa
transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat pedesaan sekaligus
meningkatkan kebutuhan terhadap layanan digital yang lebih merata (Sari & Diana, 2024).
Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pada dimensi manfaat kebijakan
(benefit received) tidak hanya tercermin pada pembangunan fisik, tetapi juga pada
meningkatnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari
aktivitas sehari-hari.

Pada dimensi derajat perubahan yang diharapkan (extent of change envisioned),
penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan akses internet yang stabil, merata,
dan berkelanjutan, bukan sekadar tersedianya jaringan pada lokasi tertentu. Harapan tersebut
mencerminkan bahwa masyarakat mulai menempatkan kualitas layanan digital sebagai bagian
dari kebutuhan dasar dalam mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi. Perspektif ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akan dinilai berhasil apabila mampu
menghasilkan perubahan yang sesuai dengan ekspektasi kelompok sasaran, bukan hanya
memenuhi target administratif pembangunan. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian
yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus diikuti oleh peningkatan
kualitas jaringan agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara optimal oleh
masyarakat pedesaan (Mulyono et al., 2024; Wang et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan
implementasi kebijakan perlu diukur berdasarkan keberlanjutan manfaat yang diterima
masyarakat, bukan hanya melalui indikator penyediaan infrastruktur.
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Selain substansi kebijakan, Grindle juga menekankan pentingnya kapasitas pelaksana
dan ketersediaan sumber daya dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan,
BUMDes, masyarakat, dan penyedia layanan internet membentuk pola kolaborasi yang
berkontribusi terhadap pelaksanaan program pengembangan infrastruktur digital. Kolaborasi
tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara sektoral,
melainkan memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan agar hambatan teknis maupun
administratif dapat diminimalkan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan bergantung pada efektivitas koordinasi antaraktor serta kemampuan
pemerintah membangun kemitraan dalam pembangunan desa (Dasnoer et al., 2023; Samhaji &
Anggara, 2025). Di sisi lain, optimalisasi peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa juga
berpotensi memperluas pemanfaatan teknologi digital melalui pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan usaha berbasis digital marketing, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur
tidak berhenti pada penyediaan akses, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat (Widianingsih et al., 2026).

Pada dimensi context of implementation, lingkungan kebijakan menjadi faktor yang
sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pengembangan infrastruktur dan akses
internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah, pemerintah
kalurahan, masyarakat, serta penyedia layanan telekomunikasi telah menciptakan lingkungan
implementasi yang relatif kondusif. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya
ditentukan oleh adanya dukungan para pemangku kepentingan, melainkan juga oleh
kemampuan mereka membangun koordinasi yang berkelanjutan dalam setiap tahapan
pelaksanaan kebijakan. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh hubungan antaraktor, distribusi kewenangan,
serta kemampuan institusi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut
memperkuat argumentasi Garis (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan pembangunan desa bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat,
sementara Dasnoer et al. (2023) menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan
prasyarat penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif.

Meskipun implementasi kebijakan telah menunjukkan perkembangan yang positif,
penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih memengaruhi pemerataan akses
internet di Kalurahan Hargomulyo. Kondisi geografis berupa kawasan perbukitan
menyebabkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi memerlukan investasi yang lebih
besar dibandingkan wilayah dengan topografi yang relatif datar. Selain itu, kualitas jaringan
yang belum merata menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya
ditentukan oleh jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan jaringan
memberikan layanan yang stabil kepada masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
tantangan implementasi kebijakan pada wilayah blank spot memiliki karakteristik yang berbeda
sehingga membutuhkan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berbasis kondisi lokal.
Pemanfaatan teknologi jaringan yang lebih modern serta strategi penanggulangan wilayah
blank spot menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Mulyono et al., 2024; Simbolon et al., 2025;
Ahmmed et al., 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur digital belum
secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti
dengan peningkatan kapasitas pengguna. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kebutuhan
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masyarakat terhadap pendampingan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung
kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi
kebijakan pengembangan infrastruktur internet perlu dipandang sebagai bagian dari proses
pembangunan yang bersifat integratif, yaitu mengombinasikan pembangunan fisik dengan
penguatan sumber daya manusia. Pengembangan literasi digital, peningkatan kemampuan
penggunaan teknologi, serta optimalisasi peran kelembagaan desa menjadi faktor yang dapat
memperluas manfaat pembangunan infrastruktur digital bagi masyarakat. Argumentasi tersebut
didukung oleh Khodijah dan Harahap et al., (2025) yang menekankan pentingnya peningkatan
literasi digital masyarakat, serta Widianingsih et al. (2026) yang menunjukkan bahwa
optimalisasi peran BUMDes mampu memperkuat pemanfaatan digital marketing dalam
meningkatkan produktivitas usaha masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pengembangan infrastruktur dan akses internet di Kalurahan Hargomulyo telah mengarah pada
pencapaian tujuan kebijakan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi
geografis, kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, dan kesiapan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan perspektif Merilee S. Grindle, keberhasilan
implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakan (content of policy), tetapi juga
oleh kemampuan lingkungan implementasi (context of implementation) dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Temuan ini memperluas penerapan teori implementasi
kebijakan pada konteks pembangunan infrastruktur digital di wilayah blank spot, yang
menunjukkan bahwa pemerataan akses internet memerlukan kombinasi antara pembangunan
infrastruktur, penguatan kelembagaan, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kapasitas
masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerataan akses digital di wilayah pedesaan perlu
dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik
wilayah, sehingga transformasi digital dapat berlangsung secara lebih inklusif dan memberikan
manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan
infrastruktur dan akses internet di Kalurahan Hargomulyo telah berjalan dengan cukup baik
melalui keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, BUMDes, penyedia layanan
Internet Service Provider (ISP), dan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur
digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan para aktor dalam membangun koordinasi,
menyediakan sumber daya, dan merespons kebutuhan masyarakat pada wilayah yang memiliki
karakteristik geografis berbukit. Meskipun akses internet telah dimanfaatkan untuk mendukung
kegiatan komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi, pemerataan
kualitas jaringan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Dengan
demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan
infrastruktur digital di wilayah blank spot bergantung pada keterpaduan antara aspek kebijakan,
kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan implementasi yang saling mendukung.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengembangan infrastruktur digital
di wilayah blank spot perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan cakupan jaringan, tetapi juga
pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta
pengembangan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan internet dapat berlangsung secara
optimal dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
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bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur
telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga temuan yang diperoleh
menggambarkan kondisi implementasi kebijakan pada konteks lokal tertentu. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian atau
menggunakan pendekatan mixed methods sehingga diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses
internet pada berbagai karakteristik wilayah di Indonesia.
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